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Abstrak: Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Penelitian ini ber-
tujuan untuk menjelaskan penerapan peraturan Menteri Keuangan No-
mor 49/2016 tentang pengelolaan keuangan dana desa. Metode yang 
digunakan adalah studi kasus melalui wawancara kepada warga dan 
pemimpin Desa Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren. Penelitian ini 
menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah se-
suai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, peneliti juga 
menemukan bahwa terdapat kendala yang disebabkan oleh perubahan 
kementerian dan kemampuan penyalur dana desa yang masih belum 
mumpuni. Hal ini menyebabkan terhambatnya penyaluran dana desa.

Abstract: The Practice of Village Fund Financial Management. This 
study aims to explain the application of the Minister of Finance Regula-
tion Num. 49/2016 on financial management of village funds. The method 
used is case study by interviews to villagers and leaders of Plosogeneng, 
Donowa rih, and Pesantren Village. This study finds that village financial 
ma nagement in general has been in compliance with prevailing regulations. 
Nevertheless, the researcher also finds that there is constraints caused by 
ministry changes and the ability of village fund distributors who were not 
yet qualified. This has led to delays in the disbursement of village funds.

Kata kunci: pengelolaan, dana desa, keuangan

Pelaksanaan hak dan kewajiban desa 
yang berhubungan dengan uang atau ba-
rang sering disebut sebagai keuangan desa. 
Adanya hak dan kewajiban tersebut akan 
menimbulkan pengelolaan Keuangan Desa 
(IAI-KSP, 2015). Akuntansi akan membantu 
untuk mencatat dan melaporkan semua as-
pek pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan 
keuangan desa berdasarkan pada Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 
49/PMK.07/2016, menekankan pada tata 
cara pengalokasian, penyaluran, penggu-
naan pemantauan dan evaluasi dana Desa. 
Peraturan ini memberikan transparansi da-
lam pengeloaan dana Desa. Transparansi 
sangat penting bagi masyarakat dalam me-
mantau pelaksanaan pengelolaan dana Desa 
sebagaimana hasil studi Umami & Nurodin 
(2017) yang menemukan adanya upaya pe-

 

merintah  desa  untuk  menunjukkan  bahwa 
mereka  dalam  pengelolaan  keuangannya 
telah menerapkan prinsip transparansi. Se- 
bagai contoh setiap adanya pencairan dana 
desa,  pengelola  akan  melakukan  sosialisa- 
si  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  untuk 
menunjukkan  pertanggungjawaban  peng- 
gunaan  keuangan  desa,  mereka  mema- 
sang  baliho  yang  berisi  laporan  Anggaran 
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes). 
Akuntansi merupakan suatu tindakan pen- 
catatan data keuangan yang nantinya men- 
jadi  sebuah  informasi  yang  berguna  bagi 
pengguna informasi dalam mengambil suatu 
keputusan.  IAI-KSP  (2015)  menyatakan 
akuntansi  menyajikan  informasi  kepada 
suatu  entitas  (misalnya  pemerintah  desa)
untuk melakukan tindakan yang efektif dan

  efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah un- 
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tuk perencanaan, pengawasan, dan peng-
ambilan keputusan bagi entitas (misalnya 
kepala desa) yang dimanfaatkan baik oleh 
pihak internal maupun eksternal.

Beberapa peneliti menemukan bahwa 
perencanaan dan implementasi dari akti-
vitas pengalokasian dana desa mengindi-
kasikan manajemen yang akuntabel dan 
transparan (Anthopoulou, Kaberis, & Petrou, 
2017; Setiawan 2011; Walker, 2014). Meski-
pun demikian, kebijakan akuntansi keuang-
an, proses penyusunan anggaran, dan ana-
li s is keuangan desa berdasarkan temuan 
Meutia & Liliana (2017) menunjukkan per-
lakuan akuntansi atas transaksi yang ter-
jadi di desa. Peraturan PMK.07/2016 juga 
menekankan hal ini, yang menunjukkan 
bagaimana pengalokasian dana desa terse-
but. Adapun penggunaan dana desa dipri-
oritaskan untuk pembangunan dan pem-
berdayaan masyarakat. Hal ini didukung 
penelitian yang dilakukan Carter, Burritt, & 
Pisaniello (2013) yang membahas pengaruh 
pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap 
manajemen keuangan desa dalam mening-
katkan efektivitas program pembangunan 
desa. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
kebijaksanaan dana desa berpengaruh se-
cara nyata dan positif terhadap manajemen 
keuangan desa dan efektivitas program pem-
bangunan desa. Pengelolaan dana desa di-
harapkan bisa berjalan secara efektif, yang 
ditunjukkan dengan hasil pembangunan 
yang lebih merata di berbagai desa. Pemba-
ngunan yang lebih baik diharapkan mampu 
meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa 
dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan 
yang ada. Sementara itu, tentang kualitas 
SDM dijelaskan menjadi penghambat pem-
bangunan desa sesuai hasil penelitian Hel-
den & Uddin (2014). Hasil penelitiannya 
mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan 
dan melihat faktor yang menghambat pelak-
sanaan dana desa. Proses pembangunan di 
desa telah berjalan sesuai peraturan, tetapi 
dalam tahap penyaluran terjadi keterlam-
batan dari tanggal yang telah ditetapkan. 
Selain itu, penghambat dalam pelaksanaan 
pembangunan desa disebabkan keterlam-
batan penyusunan petunjuk teknis (Juknis) 
dan rendahnya kualitas sumber daya manu-
sia.

Dalam pembangunan desa dibutuhkan 
tim pelaksana kegiatan yang bertanggung 
jawab merealisasikan rencana kegiatan da-
lam APBDes. Pembangunan tersebut ten-
tunya akan dilaksanakan setelah dana desa 

disalurkan ke rekening desa. Sebelum ta-
hun 2016 proses penyaluran keuangan desa 
dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap 
pertama 40%; tahap kedua 40%; serta 20% 
pada tahap ketiga. Namun ternyata tahapan 
penyaluran dana desa tersebut berdampak 
belum maksimalnya tingkat penyerapan 
dana desa pada tahun 2015. Sebagaimana 
disampaikan Eko Putro Sandjojo, saat itu 
menjabat sebagai Kemendesa PDTT bahwa 
tingkat penyerapan dana desa pada tahun 
2015 sebesar 83 persen (republika.co.id). 
Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuang-
an No.49 tahun 2016 untuk memperbaiki 
dan meningkatkan penyerapan dana desa. 
Dalam peraturan baru tersebut dijelaskan 
tentang sanksi jika sisa anggaran lebih dari 
30%. Selain itu, tahap penyaluran juga ber-
beda. Proses penyaluran dana desa diatur 
dalam dua tahap. Penyaluran tahap I akan 
mencairkan dana sebesar 60 persen dan 
di tahap kedua sisanya sebesar 40%. Pe-
nyaluran dua tahap ini akan membutuhkan 
pengawasan serta pemantauan dan evaluasi 
dengan tujuan memperkecil masalah penye-
lewangan yang terjadi. Penyelewengan dana 
desa sangat rentan terjadi yang ditunjukkan 
dengan banyaknya kasus yang menimpa 
aparatur desa beberapa daerah di wilayah 
Indonesia. Proses penyalahgunaan ini dise-
babkan ketidakmampuan pengelola dana 
(aparatur desa/TPK) yang belum memiliki 
kompetensi yang cukup untuk mengelola 
dana desa.

Ismail, Widagdo, & Widodo (2016) 
menunjukkan bahwa permasalahan utama 
yang akan terjadi dalam mengelola dana 
desa sesuai Permendagri No. 113 tahun 
2014 adalah rendahnya pengetahuan kepala 
desa. Dalam proses pengelolaan dana desa 
tidak ada bantuan tenaga pendamping dari 
kabupaten Boyolali. Di sisi lain, Satriajaya, 
Handajani, & Putra (2017) menunjukkan 
bahwa masih terdapat beberapa proyek yang 
pengerjaannya hanya setengah-setengah 
dan proyek tersebut diberikan secara tidak 
merata sehingga masih ada beberapa RT 
yang tidak mendapatkannya. Proyek yang 
dimaksud adalah seperti semenisasi jalan. 
Sementara itu Lassou & Hooper (2016) me-
nemukan bahwa pengelolaan keuangan 
desa belum sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku karena sistem pembinaan kepada 
pengelola alokasi dana desa dari pemerintah 
kecamatan dan kabupaten masih kurang 
efektif. Lebih lanjut Chen & Song (2014) 
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mengemukakan cukup banyak temuan yang 
mengindikasikan belum sepenuhnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan daerah dalam 
pengelolaan administrasi keuangan Alokasi 
Dana Desa. Permasalahan pengelolaan dana 
desa seharusnya bisa diminimalisasi dengan 
adanya sosialisasi dari pemerintah daerah. 
Sosialisasi pengelolaan keuangan desa te-
lah dilakukan oleh pemerintah provinsi Ja-
tim bekerja sama dengan Ikatan Akuntan 
Indonesia wilayah Jawa Timur. Pada tahun 
2014 telah dilaksanakan kegiatan bim-
bingan teknis bagi kepala desa tentang ma-
najemen keuangan desa. Kegiatan Bimtek 
tersebut dilanjutkan dengan adanya kebi-
jakan pemberian tenaga pendamping untuk 
masing-masing desa. Tenaga pendamping 
diharapkan dapat membantu aparatur desa 
dalam mengelola dana desa. Kegiatan Bimtek 
juga berlanjut pada tahun 2016 khusus bagi 
sekretaris desa. Dalam pelaksanaan Bimtek 
tersebut seluruh peserta diberi pemahaman 
tentang proses pengelolaan keuangan desa. 
Namun, yang membedakan antara Bimtek 
bagi kepala desa dan sekretaris desa adalah 
berkaitan dengan aplikasi sistem keuangan 
desa (SISKEUDES). Sistem keuangan terse-
but baru diberikan pada pelaksanan Bimtek 
untuk sekretaris desa. Adanya Bimtek terse-
but diharapkan dapat meningkatkan pema-
haman aparatur desa terkait pengelolaan 
keuangan desa untuk menghindari terjadi-
nya penyelewengan dana desa. Penyeleweng-
an dana desa sangat rentan terjadi yang di-
tunjukkan dengan banyaknya kasus yang 
menimpa beberapa aparatur desa berbagai 
daerah di wilayah Indonesia. Proses penya-
lahgunaan ini disebabkan ketidakmampuan 
pengelola dana desa (aparatur desa/TPK) 
atau belum memiliki kompetensi yang cu-
kup untuk mengelola dana desa.

Kebaruan penelitian ini pada analis-
is penerapan peraturan Menteri Keuang an 
Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 
dalam memaknai pengelolaan dana desa di 
Desa Plosogeneng, Donowarih, dan Pesan-
tren. Selama satu periode akuntansi peme-
rintah desa mengelola keuangan desa dengan 
tujuan untuk membangun desa. Penelitian 
ini dalam pemecahan masalah akan meng-
gunakan pendekatan perspektif interpre-
tif dengan metode studi kasus. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari key informant/
key person (informan kunci), yaitu apara-
tur desa (kepala desa) dan penduduk Desa 
Plosogeneng, Donowarih dan Pesan tren. Tu-
juan penelitian ini melihat bagaimana Akun-

tansi pengelolaan keuangan dana desa yang 
ada di Desa Plosogeneng, Donowarih, dan 
Pesantren. Apakah dalam penerapan pera-
turan ini terdapat hambatan dalam proses 
pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh 
aparatur desa setempat, dan apakah proses 
pendampingan penyusunan laporan keuang-
an bagi aparatur desa berjalan de ngan baik 
dan efektif.

METODE
Bercermin pada berbagai asumsi yang 

ada di tiap paradigma pengembangan ilmu 
akuntansi bahwa penelitian ini dapat dika-
takan sejajar dengan paradigma interpretif 
(Djamhuri, 2012; Hopper & Bui, 2016; Mu-
lawarman, 2010; Modell, Vinnari, & Luk-
ka, 2017; Setiawan, 2011; Sudarma, 2010). 
Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah 
bahwa knowledge digali melalui penjelasan 
ilmiah atas human intention dalam serang-
kaian interpretasi subjektif dan persesuaian 
common sense para aktor dalam aktivitas se-
hari-hari. Penelitian ini mencoba me nguak 
pengelolaan keuangan dana desa dari pe-
maknaan akuntansi dan para pelaksana 
keuangan dana desa. 

Setelah meninjau literatur menge-
nai dana desa, penelitian ini memaparkan 
bagaiamana alokasi dana desa di daerah 
Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren 
dalam proses pengalokasian dana desa, 
penyerapan, dan pertanggungjawaban dan 
pelaporan dana desa tersebut. Dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus, pe-
nelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 
dan menggambarkan evaluasi kinerja dari 
perspektif praktisi (perangkat desa), meng-
identifikasi, dan menerjemahkan jenis hasil 
dan dampak yang dinilai, yaitu diukur dan 
dipantau.

Studi kasus eksploratif dikembang-
kan Yin (2003) berdasarkan wawancara de-
ngan perangkat desa dan warga desa Ploso 
geneng. Perangkat desa di sini terdiri dari 
kepala desa, yang bertugas menyusun lapor-
an keuangan dan masyarakat desa. Kepala 
desa akan memberikan pemaparan bagaima-
na proses pengajuan, pengalokasian, dan 
penyerapan dana desa tersebut. Petugas 
yang menyusun laporan pertanggungjawab-
an memberikan informasi penyu sunan 
lapor an pertanggungjawaban dan memapar-
kan peran penting pendamping mereka da-
lam menyusun laporan pertanggungjawaban 
atas semua kegiatan. Laporan pertanggung-
jawaban akan menjadi dasar untuk penga-
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juan RAB berikutnya dalam pelaksanaan ke-
giatan berikutnya.

Bercermin dari Yin (2006:103-117) 
sumber proses pengumpulan data da-
lam studi ini menggunakan dua dari enam 
strategi yang dinyatakan oleh Yin antara lain 
dengan menggunakan strategi dokumentasi 
dan wawancara. Proses pengumpulan data 
dengan dokumentasi yang dilakukan de ngan 
mengambil data yang ada dari situs web 
yang membahas tentang pengelolaan dana 
desa untuk Desa Plosogeneng, Donowa-
rih, dan Pesantren. Penelitian ini juga akan 
dilakukan dengan proses wawancara yang 
mendalam (indeph interview) untuk meng-
gali dan mengumpulkan data dari para dan 
peneliti sebagai partisipan. Selanjutnya ber-
dasarkan data yang terkumpul dilakukan 
kompilasi sesuai tema, di mana pemilahan 
data menjadi sub-subtema sesuai dengan 
tema penelitian ini. Pada tahapan ini peneli-
ti akan berusaha memahami contemplating 
the content of mind dengan melakukan ak-
tivitas remembering, perceiving, dan desering 
yang mengarah pada tema penelitian (Triani 
& Satyawan, 2016)

Teknik wawancara memberikan kesem-
patan untuk mengeksplorasi detail alokasi 
dana desa dari pengalokasian, penyerapan, 
dan pertanggungjawaban dan pelaporan ser-
ta evaluasi dana desa. Secara khusus, wa-
wancara menemukan sifat manfaat yang di-
hasilkan, dan berbagai kelompok pemangku 
kepentingan yang terkait dengan manfaat ini. 
Wawancara awal dilakukan secara pribadi 
pada bulan Juli 2017 di kantor Kepala Desa 
atau tempat yang mudah dijangkau (karena 
terhalang kesibukan hari kerja). Pada tang-
gal 22 Juli 2017 dilakukan dengan Kepala 
Desa Plosogeneng yaitu Bapak Tommy Ady 
Purwanto; tanggal 23 Juli dilakukan pro-
ses wawancara dengan Kepala Desa Pesan-
tren Bapak Ahmad Wahyudi; tanggal 22 Juli 
dilakukan proses wawancara dengan Bapak 
Deni masyrakat Desa Plosogeneng; tanggal 
23 Juli 2017 melakukan proses wawancara 
dengan Kepala Desa Pesantren Bapak Wah-
yudi; tanggal 23 Juli 2017 dilakukan wawan-
cara dengan Bu Ida masyarakat Desa Pesan-
tren; tanggal 24 Juli 2017 dilakukan proses 
wawancara dengan Ratmo masayarakat dari 
Desa Plosogeneng; tanggal 5 Agustus 2017 
dilakukan wawancara kembali dengan Ba-
pak Tomy Kepala Desa Plosogeneng; tanggal 
27 Juli 2017 dilakukan wawancara dengan 
Bapak Rian dari masayrakat Plosogeneng 
tanggal 6 Agustus dilakukan wawancara 

kembali dengan Bapak Wahyudi masyarakat 
Desa Pesantren; tanggal 26 Agustus 2017 
dilakukan wawancara dengan Bapak Su-
joko dari Desa Donowarih; dan tanggal 27 
Agustus 2017 dilakukan wawancara kem-
bali dengan Bapak Sujoko. Proses wawan-
cara yang dilakukan bersifat semiterstruk-
tur, masing-masing berlangsung selama 1 
sampai 1,5 jam. Diskusi dilakukan dengan 
jad wal pertanyaan yang komprehensif me-
ngenai proses penyerapan dana desa, pela-
poran, pertanggungjawaban, dan proses 
pendampingan, apakah proses pendamping-
an membantu proses penyusunan laporan.

Proses pengaturan dan organisasi 
studi kasus wawancara dilakukan dengan 
strategi pembagian waktu tertentu dengan 
kepala desa, pejabat pembuat laporan, dan 
ma syarakat umum. Pemilihan masyarakat 
umum digunakan untuk tujuan teknik tri-
angulasi. Teknik triangulasi menurut Lukka 
(2014) biasanya merujuk pada proses peman-
faatan persepsi beragam untuk mengklari-
fikasi makna, memverifikasi kemungkinan 
pengulangan dari suatu observasi ataupun 
interpretasi, namun harus dengan prinsip 
bahwa tidak ada observasi atau interpretasi 
yang 100% dapat diulang. Teknik triangu-
lasi ini dilakukan untuk melihat bagaima-
na proses penyerapan dan pembangunan 
yang dilakukan, serta apakah masyarakat 
dilibatkan dalam proses pengawasan pro-
ses pembangunan yang ada. Meskipun 
proyek pembangunan dilakukan dengan 
sistem borongan masyarakat semestinya 
bisa melakukan pemantauan supaya pros-
es pembangun an bisa berjalan tepat waktu 
dan berjalan dengan efektif. Tantangan ini 
akan menjadi proses pelaksanaan pemban-
guna yang bisa berjalan dengan baik, karena 
dana desa umumnya digunaakan untuk pro-
ses pembangunan dan pemberdayaan ma-
syarakat. Proses pembangunan yang sesuai 
jadwal dan prosedur yang ada akan menjadi 
suatu proses keberhasilan dari kepala desa 
dan desa.

Penelitian ini akan mengkaji tentang 
prioritas penggunaan dana desa sebagaima-
na telah di atur dalam PMK 49 No. 07 Ta-
hun 2016. Dalam penggunaannya, akan 
dilakukan proses evaluasi yang bertujuan 
untuk mengetahui besaran realisasi penyal-
uran dana desa termasuk penggunaan dana 
desa tersebut. berdasarkan hasil evaluasi 
tersebut maka Menteri akan meminta kon-
firmasi dan klarifikasi kepada bupati atau 
walikota, sehingga proses evaluasi ini akan 
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sangat berdampak pada pengajuan tahun 
berikutnya. Dengan berlatar belakang dari 
penerapan aturan PMK 49 ini pemerintah 
Desa akan selalu di pantau dan di evaluasi 
kinerja nya setiap tahun. Mulai tahun 2016, 
proses penya luran dana desa akan dilaku-
kan setiap dua kali dalam setahun yang alo-
kasi dananya dikucurkan sebesar 60 persen 
pada tahap pertama dan 40 % pada tahap 
kedua.

Pemilihan Desa Plosogeneng, Desa Pe-
santren, dan Desa Donowarih berdasarkan 
sistem random dari semua desa di wilayah 
Jawa Timur. Dari beberapa desa akan di pilih 
untuk melengkapi hasil wawancara dari ke-
tiga desa tersebut dalam proses pengalo-
kasian dana desa, sehingga akan diperoleh 
benang merah dari proses pengalokasian 
dana desa yang ada di wilayah Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran umum desa. Desa 

Plosogeneng adalah desa yang berada di 
wilayah kecamatan Jombang, kabupaten 
Jombang, Jawa Timur. Desa Plosogeneng 
dipimpin oleh seorang kepala desa yang 
masih muda bernama Tomy Adi Purwan-
to, sebagaimana desa-desa lainnya Desa 
Plosogeneng juga menerima dana desa 
dengan alokasi yang cukup besar. APB-
Des Desa Plosogeneng sudah tertulis dalam 
bentuk Baliho yang di pasang di halaman 
kantor desa, dan beberapa tempat strategis 
lainnya. Tahun 2017 pendapatan APBDes 
Plosogeneng sebesar Rp. 1.390.908.837,21. 
Pendapatan tersebut digunakan untuk be-
lanja kegiatan pembangunan desa sebesar 
52%; kegiatan penyelenggaraan pemerintah 
desa sebesar 33%; kegiatan pemberdayaan 
masyarakat sebesar Rp. 12%, dan sisanya 
sebesar 3% untuk kegiatan pembinaan ke-
masyarakatan. Meskipun ada SILPA (Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebe-
lumnya) pada tahun 2016 namun besarnya 
kurang dari 30%. 

Desa Pesantren yang berada di wilayah 
kecamatan Tembelang, kabupaten Jom-
bang juga menyajikan informasi APBDes 
Pesantren melalui baliho yang dipasang 
di depan kantor balai Desa Pesantren. Be-
sarnya pendapatan desa tahun 2017 Rp. 
1.512.074.747. sedangkan total belanja desa 
sebesar Rp. 1.731.269.832 yang terdiri atas 
53,08% untuk kegiatan pembangunan desa; 
37,38% untuk penyelenggaraan pemerin-
tahan desa; sisanya 9,54% untuk kegiatan 
pemberdayaan masyarakat desa. Desa Pe-

santren juga memiliki SILPA seperti halnya 
Desa Plosogeneng yang besarnya juga masih 
jauh dari 30%.

Desa Donowarih berada di Kecamatan 
Karangploso, Kabupaten Malang. Desa 
Donowarih dipimpin oleh kepala desa yang 
bernama bapak Sujoko. Saat proses peng-
ambilan data di wilayah kecamatan Karang-
ploso, tidak banyak data atau informasi 
yang diperoleh sehubungan bersamaan den-
gan persiapan pemilihan kepala desa periode 
baru tahun 2018. Demikian juga baliho ter-
kait APBDes Desa Donowarih juga tidak bisa 
ditemukan di kantor desa.

Pengelolaan dana desa. Pengelolaan 
dana desa, menjadi “momok” bagi bebera-
pa perangkat desa dalam pengelolaannya. 
Secara umum terdapat beberapa persoal-
an dalam pengelolaan dana desa. Persoal-
an tersebut antara lain sulitnya desa me-
matuhi kerangka waktu siklus pengelolaan 
anggaran desa; belum tersedianya satuan 
harga baku barang atau jasa yang dijadi-
kan acuan menyusun APBDes; rendahnya 
transparansi perencanaan, penggunaan, 
dan pertanggungjawab an APBDes; belum 
standarnya laporan pertanggungjawaban 
yang dibuat desa serta rawan manipulasi 
dalam pelaporannya; penyusunan APBDes 
belum sepenuhnya mencerminkan kebutu-
han desa. adanya persoalan-persoalan terse-
but menunjukkan bahwa pemerintah perlu 
membuat peraturan tentang APBDes namun 
dalam proses penyusunannya melibatkan 
masyarakat serta memperhatikan prioritas 
kebutuhan desa; potensi desa dengan tu-
juan untuk peningkatan kesejahteraan ma-
syarakat desa. Di samping itu, dalam penge-
lolaan dana desa pasti bersentuhan dengan 
proses akuntansi yang memerlukan kemam-
puan sumber daya manusia yang mumpuni 
agar laporan keuangan yang dihasilkan be-
nar sehingga sesuai standar yang berlaku. 
Teknologi juga akan sangat dibutuhkan da-
lam proses penyu sunan pe laporan dan per-
tanggungjawaban pengelolaan keuangan. 
Sehubungan hal tersebut, pemerintah dae-
rah diharapkan “hadir” untuk mendampingi 
perangkat desa dalam mengelola keuangan-
nya.

Salah satu contoh “kehadiran” peme-
rintah daerah adalah yang dilakukan pe-
merintah provinsi Jawa timur pada tahun 
2014 dan 2016. Selama dua tahun tersebut, 
pemprov Jatim bekerjasama dengan IAI Ja-
tim melakukan pelatihan bagi kepala dan 
sekretaris desa terkait bagaimana menge-
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lola keuangan di desa. Keberadaan pelatih-
an tersebut diharapkan dapat me ngurangi 
permasalahan pengelolaan keuang an desa. 
Pelatihan tahun 2016 juga telah dilaku-
kan pada sekretaris desa tentang aplikasi 
sistem keuangan desa. Sistem keuangan 
desa dapat dioperasionalkan meskipun oleh 
sumber daya manusia yang bukan lulusan 
bidang akuntansi. Namun demikian, para 
kepala desa dan sekretaris desa sangat ber-
harap bahwa bendahara desa juga akan 
diberikan pelatihan sejenis karena mereka 
sebagai pelaku utama dalam pengelolaan 
keuangan desa meskipun di bawah tang-
gung jawab kepala desa dan sekretaris desa. 
Apalagi jika sekretaris desa yang sudah di-
latih terkait aplikasi pengelolaan keuangan 
desa, namun setelah pelatihan sekretaris 
desa tersebut malah dipindah ke pemerin-
tah daerah karena statusnya sebagai pega-
wai negeri sipil. Status sekretaris desa se-
bagian besar sebagai pegawai negeri sipil 
juga menjadi permasalahan sendiri. Seperti 
hal nya yang terjadi di Desa Donowarih yang 
berada di Kecamatan Karangploso, Kabupa-
ten Malang. Desa Donowarih salah satu con-
toh desa yang mengalami permasalahan di 
mana sekretaris desa di tarik oleh pemerin-
tah daerah. Hal ini termuat dalam pernyata-
an Bapak Sujoko berikut ini.

“…sekretaris Desa Donowarih 
kebetulan PNS, saat ada pelatihan 
tentang keuangan desa sekretaris 
desa diikutkan pelatihan. Teta-
pi setelah ikut pelatihan malah 
sekretais desa kami di tarik oleh 
pemerintah daerah. Jadinya yang 
ngurus keuangan desa saat ini 
adalah kaur keuangan, dimana 
kaur keuangan kurang paham un-
tuk menyusun laporan keuangan 
karena kaur belum pernah mengi-
kuti pelatihan” (Sujoko).

Penjelasan Kepala Desa Donowarih 
tersebut mengindikasikan bahwa tidak ha-
nya kepala desa dan sekretaris desa yang 
perlu dilatih tentang pengelolaan keuangan 
desa. bendahara desa yang sangat berpe-
ran dalam pengelolaan keuangan desa juga 
memerlukan pelatihan sehingga apabila se-
kretaris desa digantikan orang baru, maka 
desa tersebut tidak akan mengalami kesulit-
an mengelola keuangan desa. Hal ini makin 
dipermudah dengan adanya aplikasi sistem 

untuk mengelola dana desa.
Dalam mengelola keuangan desa dapat 

dikatakan cukup rumit sehingga perlu ada-
nya sebuah sistem yang di susun secara 
profesional. Untuk aspek perencanaan, 
maka desa harus melakukan musyawarah 
desa untuk menentukan besarnya belanja 
menggunakan keuangan desa untuk peri-
ode berikutnya. Selanjutnya aspek penatau-
sahaannya, juga diperlukan adanya sistem 
yang telah memanfaatkan tekhnologi infor-
masi. Sehubungan kebutuhan sistem da-
lam me ngelola keuangan desa, maka BPKP 
mengembangkan aplikasi Sistem informasi 
“SIMDA DESA”. Sistem tersebut diharapkan 
dapat membantu perangkat desa melakukan 
penatausahaan keuangan desa dari berbagai 
sumber pendanaan.

Selain sistem, dalam pengelolaan 
keuangan desa juga memerlukan kemam-
puan sumber daya manusia (SDM) yang 
ada di desa. Perangkat penyelenggara desa 
diharapkan memiliki kapabilitas dalam me-
ngelola keuangan. Untuk memenuhi mak-
sud tersebut diperlukan adanya komitmen 
dari semua pihak, tenaga, dana, dan wak-
tu yang cukup. Namun demikian, sebagai 
seorang auditor maka BPKP bersedia untuk 
berperan dalam meningkatkan kapabilitas 
Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah 
(APIP). Kapabilitas APIP sangat dieprlukan 
untuk memberikan jaminan atas akuntabi-
litas dalam pengelolaan keuangan desa. APIP 
akan mencermati bagian-bagian kritis dalam 
pengelolaan keuangan desa yang memung-
kinkan terjadinya celah atau peluang ter-
jadinya penyimpangan. Jika dicermati pro-
ses bisnis pengelolaan keuangan desa dan 
pengalaman dapat di identifikasi beberapa 
risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan 
keuangan desa tingkat entitas pemerintah-
an desa antara lain: adanya ketidaksesuaian 
antara program dan kegiatan pada rencana 
yang disusun apakah dalam bentuk RPJM-
Des atau RKPDes ataupun APBDes dengan 
kebutuhan masyarakat desa, keterlambatan 
pelaporan dan pertanggungjawaban pengelo-
laan keuangan desa, serta pengelolaan aset 
desa yang dilakukan secara tidak efisien dan 
tidak efektif.

Penyaluran keuangan desa. Ketentuan 
tentang penyaluran keuangan desa sudah 
dikeluarkan pemerintah yakni oleh menteri 
keuangan. Ketentuan tersebut diantara nya 
mengatur tentang mekanisme penyaluran 
dana ke desa. Keberadaan peraturan ini 
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sebenarnya untuk memperbaiki peraturan 
terkait hal yang sama tahun 2015. Sehu-
bungan tahun 2015 ada beberapa desa yang 
belum bisa menyerap secara penuh (100%) 
dana desa yang mereka terima. Pengambil 
kebijakan tersebut melihat bahwa tiga tahap 
pencairan dana desa yang menjadi salah 
satu penyebabnya, sehingga dalam peratur-
an yang baru ini penyaluran dana pada ta-
hun 2016 akan dilakukan dalam dua tahap 
yaitu sebesar 60% pada bulan Maret serta 
sisanya 40% pada bulan Agustus. Prioritas 
penggunaan dana desa untuk pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa me-
rupakan kebijakan yang juga di atur dalam 
ketentuan pemerintah tersebut. Hal lainnya 
yang juga diatur adanya sanksi apabila dana 
desa tidak terserap lebih dari 30%. Ketentu-
an ini sebagai tindak lanjut adanya tingkat 
penyerapan dana desa yang rendah pada ta-
hun 2015.

Mekanisme penyaluran dana di Desa 
Plosogeneng dan Pesantren dilakukan sesuai 
PMK No. 49 Tahun 2016. Sesuai PMK terse-
but bahwa proses penyaluran Dana Desa 
dengan melakukan pemindahbukuan ke Re-
kening Kas Daerah (RKD) lalu ke Rekening 
Kas Desa dari Rekening Kas Umum Negara 
(RKUN). Namun bank yang ditunjuk untuk 
kedua desa tersebut berbeda serta waktu 
penyaluran dana Desa Plosogeneng yang se-
dikit terlambat. Hal ini sesuai hasil wawan-
cara dengan Kepala Desa Plosogeneng, Ba-
pak Tomy berikut.

“Penyaluran dana desa kami 
melalui rekening desa yaitu reke-
ning Bank Jombang, karena sesu-
ai dengan kebijakan pemerintah 
kabupaten Jombang untuk tahun 
2017 ini” (Tomy).

Pernyataan ini sejalan dengan uraian 
Kepala Desa Pesantren, Bapak Wahyudi. Be-
liau menjelaskan bahwa rekening kas Desa 
Pesantren menggunakan bank Jatim, seperti 
pada kutipan berikut ini.

“Dana desa kami ditransfer ke re-
kening Bank Jatim dan kami te-
lah menerima distribusi dana desa 
yang 60% pada bulan Maret 2017” 
(Wahyudi).

Penyaluran dana tahap 1 tahun 2017 
di Desa Plosogeneng sebesar 60% yang seha-
rusnya dilakukan pada bulan Maret, namun 

realisasi di Desa Plosogeneng baru dilak-
sanakan bulan Juni 2017. Hal ini didukung 
dengan pernyataan dari Bapak Tomy sebagai 
berikut.

“Desa kami mendapatkan distri-
busi dana desa 60% untuk tahap 
pertama baru dilaksanakan pada 
bulan Juni 2017 karena adanya 
perubahan tiga kementerian yang 
mengurus Dana Desa. Ada men-
teri desa, menteri keuangan sama 
menteri dalam negeri. Sebelum-
nya tahun 2016 hanya dikelola 
kementerian desa. Untuk penya-
luran dana tahap kedua sebesar 
40% direncanakan pada bulan 
Agustus 2017 namun dengan 
syarat bahwa pertanggungjawab-
an penggunaan dana 60% telah 
selesai” (Tomy).

Penyaluran dana desa berbeda terja-
di di Desa Donowarih kabupaten Malang. 
Keunikan penyaluran dana Desa Donowa-
rih bahwa mekanisme penyaluran dana 
desa dilakukan melalui kecamatan. Hal ini 
didukung dengan pernyataan dari Bapak 
Sujoko pada kutipan sebagai berikut.

“Pihak kecamatan akan menya-
lurkan dana tersebut ke rekening 
desa, namun penyaluran dana 
dilakukan ke rekening desa apa-
bila sudah terkumpul tiga sam-
pai empat desa yang mengaju-
kan usulan pancairan. Dana desa 
kami akan dicairkan melalui keca-
matan. Penyaluran dilakukan jika 
sudah terkumpul 3-4 desa yang 
mengusulkan pencairan” (Sujoko).

Model pencairan yang menunggu ter-
kumpul tiga sampai empat desa yang meng-
usulkan pada suatu saat akan menimbul-
kan dampak positif dan negatif, jika “irama” 
penyerapan dana tidak sama antar desa. 
Peraturan Menteri Keuangan No.7 Tahun 
2016 mengatur bahwa penyaluran dana 
tahap kedua akan dilakukan apabila telah 
terpenuhinya pertanggungjawaban peng-
gunaan dana yang disalurkan pada tahap 
pertama. Dampak negatifnya jika desa ti-
dak bisa menyerap dengan baik dana desa 
akan berdampak bahwa desa tersebut akan 
mengusulkan pencairannya lebih lama. Hal 
ini akan menghambat bagi desa yang ting-
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kat penyerapannya baik. Dampak positif-
nya bahwa desa yang penyerapannya baik 
akan memotivasi desa yang penyerapannya 
rendah untuk lebih baik penyerapannya agar 
proses pencairan dana juga berlangsung le-
bih cepat.

Perencanaan pengelolaan keuang
an desa. Proses merencanakan mengelola 
keuangan Desa Plosogeneng sebagaimana di-
jelaskan oleh Bapak Tomy Desa Plosogeneng 
telah melibatkan seluruh komponen ma-
syarakat desa setempat. Proses perencanaan 
dimulai dari penyelenggaraan musyawa-
rah tingkat dusun. Hasil musyawarah ting-
kat dusun selanjutnya dibahas dalam mu-
syawarah tingkat desa (Musrenbangdes). Hal 
ini termuat dalam pernyataan berikut ini.

“Di desa kami dalam meren-
canakan penggunaan dana desa 
mengikuti aturan yang berlaku 
dimulai dari musdus sampai de-
ngan musrenbangdes, di samping 
itu perencaan penggunaan dana 
desa berdasarkan RPJM desa yang 
mengandung visi dan misi kades 
dan RKP desa” (Tomy).

Hal demikian juga berlaku bagi pelak-
sanaan perencanaan keuangan di Desa Pe-
santren. Pernyataan ini dijelaskan oleh Ba-
pak Wahyudi pada kutipan berikut ini.

“Proses perencanaan pengelolaan 
penggunaan dana desa kami ber-
dasarkan RPJM dan RKP Desa 
dengan melakukan musyawarah 
dusun sampai musyawarah ting-
kat kecamatan (muscam) terma-
suk juga musrenbangdes. Dalam 
musyawarah tersebut melibatkan 
masyarakat juga BPD” (Wahyudi).

Dalam pelaksanaan musyawarah terse-
but, idealnya harus melibatkan seluruh 
masyarakat desa tersebut sehingga hasil 
musyawarah benar-benar mencerminkan 
aspirasi masyarakat desa tersebut. Meski-
pun tidak mungkin semua masyarakat bisa 
hadir, mereka bisa terlibat dalam pemantau-
an pelaksanaannya.

Perencanaan pengelolaan keuangan 
Desa Donowarih juga disampaikan Kepala 
Desa Donowarih sesuai ketentuan yang ber-
laku dengan melibatkan masyarakat desa. 
Hal ini disampaikan oleh Bapak Sujoko 
melalui kutipan sebagai berikut.

“Proses perencanaan pengelolaan 
keuangan desa kami telah sama 
dengan peraturan yang proses-
nya dimulai dengan musyawarah 
dusun sampai dengan musyawa-
rah tingkat desa” (Sujoko).

Sebagaimana dalam Permendagri tahun 
2014 tentang pedoman pembangunan desa 
bahwa penggunaan dana desa harus disusun 
dulu rancangannya. Rancangan penggu-
naan dana desa tersebut harus dimusyawa-
rahkan dengan melibatkan berbagai pihak, 
diantaranya kepala desa dan perangkatnya, 
BPD, serta pihak masyarakat meliputi para 
tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, 
tokoh pendidikan, dan lainnya. Musyawarah 
tersebut diselenggarakan untuk membahas 
rancangan kegiatan pemerintah desa untuk 
membangun desa menggunakan dana desa. 
Dalam menyusun rancangan kegiatan pem-
bangunan desa yang sering disebut sebagai 
rencana kerja pemerintah desa dilakukan 
oleh tim khusus yang dibentuk kepala desa. 
Rencana pembangunan desa tersebut me-
rupakan operasional “kegiatan penyelengga-
raan pemerintahan desa, pelaksanaan pem-
bangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa, serta pemberdayaan masyarakat desa” 
untuk periode satu tahun dari rencana pem-
bangunan jangka menengah yang telah di-
susun sebelumnya. Dalam rencana kegiatan 
tersebut perlu ditetapkan program kegiatan 
mana yang menjadi prioritas untuk didanai 
lebih dulu.

Proses penyusunan rencana pemba-
ngunan desa dengan melibatkan masya-
rakat dalam bentuk musyawarah tersebut 
juga dilakukan di Desa Donowarih. Hal ini 
disampaikan oleh Bapak Slamet selaku 
masya rakat Desa Donowarih, melalui kutip-
an berikut ini.

“Pada proses perencanaan peng-
gunaan dana desa kami dilibatkan 
melalui musyawarah dusun dan 
musyawarah desa untuk peng-
alokasian perencanaan pemba-
ngunan desa. Dengan musya-
warah diharapkan akan mampu 
memfasilitasi kebutuhan kami, 
terutama kebutuhan yang pa-
ling mendesak bagi masyarakat” 
(Slamet).

Hal demikian tidak hanya berlaku da-
lam Desa Donowarih. Bapak Ratmo sebagai 



   144 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 1, April 2018, Hlm 136-155

masyarakat Desa Plosogeneng menyam-
paikan proses serupa melalui kutipan beri-
kut ini.

“…kami sebagai warga akan sela-
lu memberikan masukan berupa 
usulan untuk pelaksanaan peren-
canaan pembangunan desa. dan 
tentu akan dipilih kembali kegia-
tan mana yang akan disetujui oleh 
aparatur desa. Kami berharap 
dengan sumbangsih usulan dari 
warga akan mampu meningkat-
kan kesejahteraan kami” (Ratmo).

Proses perencanaan dana desa sudah 
menggunakan aspirasi masyarakat ditun-
jukkan dengan keterlibatan masyarakat da-
lam proses musyawarah dusun dan musya-
warah desa, yang ditunjukkan oleh Desa 
Plosogeneng, Pesantren dan Donowarih. 
Masyarakat desa berpartisipasi dalam pro-
ses identifikasi permasalahan yang ada ter-
masuk alternatif solusinya, potensi yang 
dimiliki desa, serta pelibatan mereka untuk 
evaluasi ketika terjadi perubahan. Hal ini 
sesuai hasil riset yang dilakukan oleh Ant-
lov, Wetterberg, & Dharmawan (2016) yang 
menemukan bahwa perencanaan program 
ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya 
secara bertahap telah melaksanakan konsep 
pembangunan partisipatif masyarakat desa 
yang dibuktikan dengan penerapan prinsip 
partisipatif, responsif, transparansi dalam 
rangka mewujudkan pemberdayaan ma-
syarakat desa melalui forum Musrenbang-
des (Musyawarah Perencanaan Pembangun-
an Desa).

Selain itu, proses perencanaan penge-
lolaan keuangan desa di dalamnya harus 
terdapat prioritas penggunaan. Hal ini di-
ungkapkan oleh Bapak Tomy melalui kutip-
an berikut ini.

“Dana desa kami prioritas untuk 
pembangunan drainase atau iri-
gasi, paving jalan, serta hotmix” 
(Tomy).

Hal serupa juga terjadi pada Desa Pe-
santren. Penyusunan anggaran tetap me-
merhatikan prioritas penggunaan walaupun 
berbeda dengan desa lainnya. Bapak Wah-
yudi menjelaskannya melalui kutipan beri-
kut ini.

“Dana Desa Pesantren kami pri-
oritaskan untuk membangun dan 
merawat saluran irigasi, memba-
ngun jalan serta maving jalan 
yang sudah dua tahun sebelum-
nya dikeraskan. Selain itu tahun 
2016, kami melakukan renovasi 
balai desa yang dananya dari pa-
jak daerah dan bantuan dari pem-
da” (Wahyudi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
Kepala Desa Pesantren telah menerapkan 
ketentuan bahwa dana desa tidak diperke-
nankan untuk merenovasi balai desa. Pem-
bangunan balai desa dilakukan dengan 
sumber pendanaan lainnya. Sedangkan alo-
kasi dana Desa Donowarih menurut Bapak 
Wahyudi dijelaskan melalui kutipan berikut 
ini.

“Dana Desa Donowarih digu-
nakan untuk membangun draina-
se, plengesengan, dan perbaikan 
jalan desa. prioritasnya memang 
untuk membangun infrastruktur 
desa” (Wahyudi).

Seluruh penjelasan kepala desa meru-
juk pada penggunaan dana desa untuk pem-
bangunan drainase dan jalan desa. Penggu-
naan dana desa untuk pembangunan desa 
tersebut sesuai dengan ketetapan pemerin-
tah terkait prioritas penggunaan dana desa.

Perencanaan pengeloaan keuangan di 
Desa Plosogeneng, Pesantren dan Donowa-
rih, akan berjalan dengan baik jika didukung 
dengan sistem pengendalian internal yang 
baik, sehingga dapat memberikan keya-
kinan yang memadai atas perencanaan dan 
pengelolaan dana desa. Pengendalian Inter-
nal yang semakin efektif dapat memberikan 
keyakinan memadai mengenai perencanaan 
pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. 
Sistem Pengendalian Internal merupakan 
suatu proses yang melekat pada tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh seluruh pihak dalam organi-
sasi, sehingga dapat memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisa-
si. Suatu organisasi yang memiliki pengen-
dalian internal yang baik akan dapat melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, memiliki 
laporan keuangan yang andal, memper-
hatikan keamanan aset yang dimiliki, dan 
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senantiasa patuh pada peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa. Proses peng-
gunaan Dana Desa akan melalui proses pe-
rencanaan penggunaannya. Masing-masing 
desa akan memiliki kebijakan yang berbe-
da-beda, tapi yang umum menggunakan 
bottom-up yang ditunjukkan dengan dilaku-
kan musyawarah dusun atau musyawarah 
desa. Proses bottom-up dimulai dari adanya 
usulan kegiatan dari tingkat RT ke RW yang 
kemudian ke dusun berdasarkan usulan 
dari masyarakat. Hal ini juga di dukung dari 
pernyataan Bapak Rian, selaku masyarakat 
Desa Plosogeneng, melalui kutipan berikut 
ini.

“Pada proses perencanaan peng-
gunaan dana desa, kami dilibat-
kan melalui musyawarah dusun 
dan musyawarah desa untuk 
peng alokasian perencanaan pem-
bangunan desa. dengan musya-
warah diharapkan akan mampu 
memfasilitasi kebutuhan kami, 
terutama kebutuhan yang pa-
ling mendesak bagi masyarakat” 
(Rian).

Penggunaan dana APBDes Plosogeneng 
menurut Bapak Tomy digunakan untuk ke-
giatan penyelenggaraan pemerintah desa di-
antaranya dipergunakan untuk pembayaran 
penghasilan pemerintah desa, operasional 
kantor desa, serta kegiatan administrasi lain-
nya. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan, 
Desa Plosogeneng menggunakannya untuk 
kegiatan keagamaan dan bersih desa. De-
mikian halnya dengan penggunaan keuang-
an di desa untuk kegiatan pemberdayaan 
masyarakat, maka penggunaan keuangan 
tersebut untuk mendukung kegiatan-kegia-
tan yang melibatkan masyarakat. Kegiatan 
tersebut diantaranya: kegiatan PKK, Karang 
Taruna, Pengajian, Posyandu, bantuan ru-
mah tangga miskin, dan lainnya. Penggu-
naan dana Desa Plosogeneng untuk kegia-
tan pembangunan, sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya oleh Kepala Desa Plosogeneng, 
diprioritaskan pada pembangunan atau per-
baikan saluran irigasi, pengaspalan jalan 
desa serta jembatan desa disamping juga 
untuk pembangunan infrastruktur lainnya. 
Pengelolaan penggunaan dana desa untuk 
kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diawali 
dengan pembentukan tim pelaksana kegia-
tan oleh kepala desa. Tim pelaksana kegia-

tan (TPK) yang dibentuk oleh kepala desa 
selanjutnya bersama dengan kepala desa 
menyusun rencana kerja. Rencana kerja 
yang berisi rincian kegiatan, rincian biaya 
kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, lo-
kasi kegiatan dilakukan, kelompok sasaran 
kegiatan; tenaga kerja yang dilibatkan, ser-
ta nama-nama pelaksana kegiatan. Rencana 
kerja yang telah tersusun selanjutnya diin-
formasikan pada masyarakat desa melalui 
forum musyawarah desa. sosialisasi untuk 
menginformasikan rencana kerja pemerin-
tah desa juga dapat disajikan dalam papan 
pengumuman yang ada di desa.

Dalam rencana kerja pembangunan 
desa, ada hal yang perlu diperhatikan se-
bagaimana Permendagri no. 114 Tahun 
2014 yang menekankan pada mekanisme 
pembangunan desa secara swakelola. Pe-
merintah desa perlu mengutamakan prin-
sip swadaya dan budaya gotong royong da-
lam pemba ngunan desa. ini berarti bahwa 
Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber 
Daya Alam (SDA) desa perlu dimanfaatkan 
secara optimal le bih dulu dalam proses 
pembangun an desa. Hal ini sejalan dengan 
penyataan dari Bapak Tomy sebagai berikut.

“Di desa kami menggunakan swa-
daya masyarakat yang secara go-
tong royong dalam membangun 
desa. Dengan pelaksanaan go-
tong royong akan mempererat si-
laturahmi yang antar masyarakat, 
dan akan memampu membawa 
kami ke dalam rasa saling memi-
liki dan menjaga desa. Pada saat 
kami memiliki rasa saling memi-
liki kami akan saling mengawasi 
dan mengingatkan jika salah satu 
dari kami keluar dari perilaku 
yang melanggar norma” (Tomy).

Apabila pembangunan telah dilak-
sanakan, maka tim pelaksana kegiatan wa-
jib menyampaikan laporan yang menjelas-
kan progress pelaksanaan kegiatan kepada 
kepala desa. Dalam pelaporan tersebut juga 
terdapat informasi tentang penggunaan 
dana desa sesuai yang diterima tim. Apabi-
la proses pembangunan desa telah selesai, 
kepala desa akan melaporkan pelaksanaan 
pembangunan tersebut. Laporan ini akan 
disampaikan dalam musyawarah desa yang 
diselenggarakan oleh BPD.

Penggunaan dana Desa Plosogeneng 
untuk kegiatan pembangunan, yang dipri-
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oritaskan pada pembangunan atau per-
baikan saluran irigasi, pengaspalan jalan 
desa serta jembatan desa disamping juga 
untuk pembangunan infrastruktur lainnya. 
Pengelolaan penggunaan dana desa untuk 
kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diawali 
dengan pembentukan tim pelaksana kegia-
tan oleh kepala desa.

Pembangunan drainase atau irigasi ini 
akan bertujuan memperlancaran perair an 
dan irigasi bagi persawahan di daerah terse-
but. Irigasi yang bagus akan membantu para 
petani dalam mengelola pertanian mereka. 
Petani umumnya membagi pola tanam di 
sawah mereka, pola tanam ini akan dilihat 
dari penanaman padi dan palawija. Pemba-
gian pola tanam ini akan lebih baik dengan 
diiringi irigasi yang baik, sehingga diharap-
kan nantinya dengan irigasi yang baik akan 
membantu petani. Dengan semakin mem-
baiknya pola tanam dalam pertanian akan 
diharapkan mampu mengurangi tingkat ke-
miskinan yang ada. Hal ini juga didukung 
dengan penyataan dari Bapak Agus sebagai 
berikut.

“…dengan pembangunan irigasi 
yang baik sangat membantu kami 
dalam melakukan pola tanam 
yang lebih baik. Pola tanam yang 
baik akan membantu kami da-
lam meningkatkan kesejahteraan, 
sehingga kami mampu menye-
kolahkan anak kami sampai jen-
jang Pendidikan yang lebih baik” 
(Agus).

Pernyataan serupa tidak hanya di-
sampaikan oleh Bapak Agus. Penulis juga 
me nemukan pernyataan bahwa dana desa 
digunakan untuk pembangunan sarana per-
tanian pada Ibu Siti. Hal ini ditegaskan oleh 
beliau melalui pernyataan berikut ini.

“….jika sistem irigasi kami baik, 
akan sangat membantu kami se-
laku petani dalam proses bertani, 
sistem irigasi yang baik akan sa-
ngat bermanfaat bagi para petani, 
pada saat musim kering. Jika 
sistem irigasi sudah bagus akan 
sangat membantu dalam proses 
pengairan untuk tanaman kami, 
karena ketika sistem irigasi belum 
baik pada saat musim kemarau 
kami akan mengeluarkan dana 
tambahan pembelian bahan bakar 

untuk mesin penyedot air untuk 
mengairi tanaman. Dengan irigasi 
yang baik akan sangat membantu 
mengurangi pengeluaran untuk 
pembelian bahan bakar untuk me-
sin sedot air, sehingga akan me-
naikkan pendapatan kami” (Siti).

Pemberian dana ke desa yang lumayan 
besar, akan dilaporkan penggunaannya se-
cara beragam serta terdapat titik kritis da-
lam pengelolaan keuangan desa, sehingga 
menuntut pertanggungjawaban yang besar 
pula bagi aparatur pemerintah desa. Peme-
rintah desa dituntut mampu menerapkan 
prinsip akuntanbilitas dalam pengelolaan 
keuangan desa. Prinsip ini menunjukkan 
semua kegiatan harus dapat dipertanggung-
jawabkan kepada masyarakat desa sesu-
ai dengan ketentuan yang berlaku untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan desa 
yang baik (Good Vilage Governance). Untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan tidak 
hanya di butuhkan SDM yang mumpuni tapi 
juga didukung oleh pengendalian internal 
yang baik dan teknologi untuk penyusunan 
laporan yang efisien. Hal ini di dukung juga 
dengan studi yang dilakukan oleh (Indriasa-
ri dan Nahartyo, 2008) menunjukkan keter-
lambatan pelaporan keuangan peme rintah 
dae rah dipengaruhi oleh pemanfaatan tek-
nologi informasi dan pengendalian internal 
akuntansi. Sedangkan ketepatwaktuan pe-
laporan keuangan pemerintah dae rah dipe-
ngaruhi oleh kapasitas sumber daya manu-
sia dan pemanfaatan teknologi informasi.
(McLeod & Harun, 2014)

Penerapan teknologi ini ditunjukkan 
dengan di keluarkannya Aplikasi Sistem 
Keuangan Desa (SISKEUDES) oleh peme-
rintah untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan keuangan desa. Aplikasi SIS-
KEUDES merupakan aplikasi yang dikem-
bangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) untuk mening-
katkan kualitas tata kelola keuangan desa. 
Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Penge-
lolaan Keuangan Desa dibuat sederhana 
dan user friendly sebagimana di kutip dari 
www.bpkp.go.id, sehingga aplikasi ini akan 
memudahkan pengguna dalam mengope-
rasikan aplikasi SISKEUDES. Operasio nal 
SISKEUDES dapat menghasilkan output 
berupa dokumen penatausahaan dan lapor-
an-laporan yang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan dengan sekali input. 
Output SISKEUDES terdiri dari: Perdes APB-
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Des; Laporan Realisasi APBDes; Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes; 
Laporan Kekayaan Milik Desa; Laporan Re-
alisasi per sumber dana desa; serta Laporan 
Konsolidasi di Tingkat pemerintah daerah.

Penerapan aplikasi SISKEUDES sudah 
melalui proses sosialisasi dan pelatihan yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah maupun 
pemerintah propinsi. Pemerintah provinsi 
bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indo-
nesia Wilayah Jawa Timur pada tahun 2016 
telah menyelenggarakan pelatihan pengelo-
laan dana desa, termasuk operasional SIS-
KEUDES. Aplikasi SISKEUDES ini memiliki 
beberapa kelebihan antara lain memenuhi 
ketentuan berlaku, mempermudah penge-
lolaan keuangan desa, kemudahan peng-
gunaan aplikasi, dilengkapi dengan Sistem 
Pengendalian Internal (Built-in Internal Con-
trol), dan adanya petunjuk implementasi 
aplikasi (Ismail, Widagdo, & Widodo, 2016; 
Meutia & Liliana, 2017).

Tujuan utama adanya Aplikasi SIS-
KEUDES membantu aparat pemerintah desa 
mendapatkan kemudahan saat melakukan 
proses pengelolaan keuangan, serta dapat 
dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. 
Jika Pemerintah Desa dapat menyelenggara-
kan tata kelola pemerintahan desa dengan 
baik dan akuntabel, diharapkan persoalan 
hukum yang mungkin terjadi terkait den-
gan pengelolaan keuangan, dapat dihindari. 
Kemudahan ini dirasakan oleh Bapak Tony 
melalui pernyataan berikut ini.

“…dengan aplikasi ini memudah-
kan kami dalam proses pelaporan 
pengelolaan keuangan dan mem-
pertanggungjawabkan akuntabili-
tasnya. Kami sudah menerapkan 
teknologi tersebut, sehingga dapat 
mempercepat proses transaksi 
dan penyiapan laporan. Adanya 
aplikasi tersebut juga memban-
tu kami bisa mengelola keuang-
an dengan baik dan terkendali” 
(Tony).

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan 
Pemerintah No 60 Tahun 2008, yang meng-
atur tentang Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP). Sistem pengawasan ini 
meliputi seluruh proses kegiatan audit, re-
viu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 
tugas dan fungsi organisasi dalam rang-
ka memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 
de ngan tolok ukur yang telah ditetapkan 
secara efektif dan efisien dalam mewujud-
kan tata kepemerintahan yang baik. Dalam 
sistem pengendalian tersebut terdiri atas 
unsur lingkungan pengendalian; penilaian 
risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan 
komunikasi; dan pemantauan pengendalian 
internal.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Inter-
nal Pemerintah menjelaskan bahwa men-
teri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan 
bupati atau walikota wajib melakukan pe-
ngendalian internal dalam penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan mereka agar proses 
pengelolaan keuangan negara dapat berjalan 
secara efektif, efisien, transparan, dan akun-
tabel. Sistem informasi selalu menjadi obyek 
terjadinya kesalahan yang dilakukan secara 
sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga 
disinilah pentingnya pengendalian internal 
yang optimal untuk menyakinkan stake-
holder dan publik bahwa laporan keuangan 
yang disusun memenuhi unsur akurat. Oleh 
karena itu, sistem pengendalian internal 
dalam laporan keuangan pemerintah dae-
rah menjadi suatu hal yang sangat penting 
untuk diperhatikan, sehingga dapat menca-
pai efisiensi, efektivitas, dan mencegah ter-
jadinya kerugian keuangan negara sehingga 
dapat tercapai kesejahte raan masyarakat 
dan daerah (McLeod & Harun, 2014). Hal ini 
senada dengan pernyataan Bapak Sujoko 
sebagai berikut.

“Pengendalian internal yang baik 
tentunya akan memberikan jami-
nan yang memadai untuk kean-
dalan laporan dan transparansi 
dari suatu laporan. Kami sebagai 
perangkat desa akan selalu 
melaksanakan pengendalian me-
laui otorisasi setiap transaksi dan 
dokumen” (Sujoko).

Untuk menerapkan pengendalian in-
ternal, dibutuhkan sumber daya dan sarana 
pendukung diantaranya sumber daya manu-
sia yang kompeten serta dukungan sarana 
teknologi informasi yang memadai dan dapat 
diandalkan. Dilihat dari kondisi SDM Desa 
yang belum memadai, terdapat risiko-risiko 
yang harus diantisipasi. Di samping kondi-
si SDM, kendala lainnya yaitu desa belum 
memiliki prosedur serta dukungan sarana 
dan prasarana dalam pengelolaan keuang-
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annya, serta belum kritisnya masyarakat 
atas pengelolaan anggaran pendapatan dan 
belanja desa. Aparatur Pemerintah Desa dan 
Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) harus 
memiliki pemahaman atas peraturan pe-
rundang-undangan dan ketentuan lainnya, 
serta memiliki kemampuan untuk melak-
sanakan akuntansi dana atau pembukuan.

Penerapan aplikasi sistem sangat ber-
mafaat bagi desa dalam mempertanggung-
jawabkan penggunaan dana desa. Kabupa-
ten Jombang dalam pengelolaan keuangan 
desa sudah menerapkan aplikasi sistem 
yang dikeluarkan oleh BPKP. Di tahun 2016 
kabupaten Jombang menerapkan sudah 
menerapkan system aplikasi SIMKUDA, dan 
di tahun 2017 kabupaten jombang mewa-
jibkan seluruh desa menggunakan aplikasi 
SISKEUDES yang diatur dalam peraturan 
Bupati tahun 2017. Hal ini juga didukung 
dengan pernyataan dari bapak Tomy sebagai 
berikut.

“…dengan dikeluarkannya pera-
turan Bupati tahun 2017 ini, kami 
semua desa diwajibkan menggu-
nakan aplikasi SISKEUDES untuk 
mempertanggungjawabkan semua 
pengelolaan dana desa yang ada. 
Sebelum penggunaan aplikasi 
ini kami tahun kemarin memang 
diberikan pelatihan untuk carik 
desa kami mengenai pengelolaan 
dana desa, disamping pelatihan 
itu kami juga diberikan diajar-
kan bagaimana cara penggunaan 
apli kasi SISKEUDES tersebut, se-
hingga kami sudah memiliki ke-
mampuan untuk menggunakan 
aplikasi SISKEUDES tersebut” 
(Tomy).

Hal yang senada juga dijelaskan oleh 
Kepala Desa Pesantren yang juga telah 
menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam 
pengelolaan dana Desa Pesantren. Tetapi hal 
yang berbeda dengan Kabupaten Malang, 
Kabupaten Malang telah menggunakan apli-
kasi SISKEUDES sejak tahun 2016. Hal ini 
dijelaskan oleh Bapak Sujoko melalui kuti-
pan sebagai berikut.

“Di desa kami sudah menerapkan 
aplikasi SISKEUDES sejak tahun 
2016, aparatur desa juga su-
dah mengikuti pelatihan aplikasi 
tersebut, namun yang mengikuti 

pelatihan pada saat itu dalah se-
kretaris desa kami, sementara 
kaur keuangan tidak mengi kuti 
pelatihan. Padahal fakta yang 
terjadi di desa kami yang menge-
lola keunagan desa adalah Kaur 
Keuangan, sehubungan dengan 
sekretaris desa ditarik oleh peme-
rintah daerah, karena kebetulan 
sekretaris kami merupakan pega-
wai negeri sipil” (Sujoko).

Keberadaan SISKEUDES seharusnya 
makin mempermudah pemerintah desa da-
lam mengelola keuangan desa khususnya 
dalam penyelesaian proses akuntansi atas 
penggunaan dana desa, namun rendahnya 
kemampuan memanfaatkan aplikasi SIS-
KEUDES (Hasniati, 2016) serta kendala 
terkait kompetensi sumber daya manusia 
pe ngelola dan belum maksimalnya peman-
faatan SISKEUDES menjadi hal yang perlu 
dipertimbangkan pemerintah (Contrafat-
to, Thomson, & Monk, 2015). Pemerintah 
harus mengupayakan keberadaan aplika-
si SISKEUDES bisa membantu desa untuk 
dapat mempertanggungjawabkan penggu-
naan dana desanya dengan lengkap dan 
benar. Sehingga setiap akhir tahun, kepala 
dessa dapat melaporkan pertanggungjawab-
an penggunaan dana desa kepada Bupa-
ti. Laporan pertanggungjawaban realisasi 
pengelolaan keuangan dana desa meliputi: 
pendapatan desa, belanja desa, dan pem-
biayaan desa, serta laporan pertanggung-
jawaban realiasi pelaksanaan APBDes yang 
ditetapkan dengan PerDes.

Pertanggungjawaban penggunaan 
dana desa. Seluruh penggunaan dana desa 
akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala 
desa, baik penggunaannya untuk kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah desa yang di-
gunakan untuk pembayaran gaji aparatur 
dan operasional desa. Pertangung jawaban 
untuk kegiatan pembinaan masayarkat juga 
harus dipertanggungjawabkan dengan baik. 
Kegiatan pemberdayaan dan pembangunan 
juga harus di pertangung jawabkan denga 
baik oleh kepala desa. Proses pertangung-
jawaban ini akan menuntut kepala desa un-
tuk menyelesaikan dengan tepat waktu dan 
benar.

Pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan yang ada di desa wajib disosia-
lisasikan kepada masyarakat desa baik. 
Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk 
lapor an tertulis atau juga dengan meman-
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faatkan sarana untuk informasi yang dapat 
diakses oleh masyarakat desa. Sarana in-
formasi diantaranya dapat berupa papan 
pengumuman, radio, baliho, dan media lain-
nya. Penjelasan tersebut dilakukan untuk 
memenuhi aspek transparansi dan akun-
tabilitas yang merupakan prinsip-prinsip 
pengelolaan keuangan dana desa. Aspek 
transparansi tersebut sesuai penjelasan Ba-
pak Wahyudi pada kutipan berikut ini.

“Kami selalu menginformasikan 
hasil penggunaan dana desa 
melalui baliho yang bisa ibu lihat 
terpampang di depan halaman 
balai desa ini. Ini kami maksud-
kan supaya masyarakat tahu dana 
yang ada di Desa Pesantren bera-
sal dari mana saja dan untuk apa 
saja. Jadi biar transparan semua” 
(Wahyudi).

Pernyataan tersebut juga didukung 
oleh Ibu Ida, salah satu masyarakat Desa 
Pesantren. Beliau juga menegutarakan bah-
wa penggunaan dana desa di wilayah terse-
but selalu dipertanggungjawabkan. Hal ini 
termuat dalam kutipan berikut ini.

“…aparatur desa kami selalu me-
laporkan realisasi penerimaan 
dan pengeluaran keuangan desa. 
Kami selaku warga bisa meman-
tau seberapa besar penyerapan 
dari Dana Desa. Bisa dilihat ba-
nyak batu prasasti yang menun-
jukkan bukti pembangunan yang 
telah dilakukan desa pakai dana 
desa tersebut” (Ida).

Meskipun demikian, pertanggung 
jawab an penggunaan dana desa di Desa 
Pesantren juga mengalami permasalahan, 
khususnya dalam hal realisasi penggunaan 
yang terkendala terbatasnya alat berat yang 
ada di Desa Pesantren. Selain itu Kepala 
Desa Pesantren juga menyampaikan bahwa 
pada saat proses wawancara dilakukan ada 
keterlambatan penyelesaian SPJ oleh tim 
pelaksana kegiatan (TPK). Hal ini disebab-
kan karena TPK tersebut belum memahami 
proses penggunaan dana dan tidak berkoor-
dinasi dengan tenaga pendamping desa.

“Di desa kami kebetulan ada satu 
TPK baru berkaitan dengan ke-
giatan karang taruna. TPK baru 

tersebut tidak melakukan konsul-
tasi dengan tenaga pendamping 
sehingga tidak tahu bagaimana 
menggunakan dana desa. Ya ja-
dinya SPJ kegiatan karang taruna 
terlambat penyelesaiannya” (Wah-
yudi).

Lebih lanjut Kepala Desa Pesantren 
mengeluhkan bahwa dalam pengelolaan 
dana yang ada di desa seharusnya semua-
nya ada kebijakannya. Kepala Desa Pesan-
tren menjelaskan bahwa penerimaan dari 
pembebasan lahan untuk jalan tol belum 
ada kebijakan yang jelas. Pada tahun 2014, 
hasil penerimaan tersebut dimasukkan da-
lam rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI). 
Informasi yang diterima Kepala Desa Pesan-
tren bahwa penerimaan dana dari pembe-
basan lahan untuk jalan tol hanya boleh un-
tuk pembelian tanah baru dan sisanya baru 
untuk pembangunan desa. Permasalahan 
ini termuat dalam kutipan sebagai berikut.

“Kami berharap ada kebijakan 
yang tegas dari pemerintah supaya 
dana yang kami terima dari pem-
bebasan lahan untuk jalan tol 
jelas penggunaannya. Jadinya 
kami tidak berani menggunakan 
dana tersebut padahal sejak tahun 
2014 kami sudah menemui pihak 
pemprov dan jawabannya disuruh 
nunggu saja kebijakannya. Sam-
pai sekarang belum ada kebijakan 
tentang uang hasil pembebasan 
lahan untuk tol, ya bagaimana 
lagi akhirnya dana tersebut masih 
ngendon di rekening BRI” (Wah-
yudi).

Untuk proses pelaksanaan pertangung-
jawaban ini pemerintah daerah dapat 
melakukan pendampingan bagi desa untuk 
menyusun pertanggungjawaban atas peng-
gunaan Dana Desa. Pendampingan ini ditu-
jukan untuk membantu aparatur Desa utuk 
memnyelesaiakn pertangung jawaban peng-
gunaan Dana Desa. Pertanggung jawab an 
ini akan menunjukkan efektivitas dalam 
pembangunan Desa.

Kepala Desa melaporkan pertanggu-
ng jawaban realisasi pelaksanaan APBDes 
Kepada Bupati setiap akhir tahun anggar-
an. Laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Be-
lanja Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, 
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dan pembiayaan, serta laporan pertanggung-
jawaban realiasi pelaksanaan APBDes yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pera-
turan Desa tentang laporan pertanggung-
jawaban realisasi pelaksanaan APBDes ha-
rus dilampiri laporan pertanggung jawab an 
realisasi pelaksanaan APBDes Tahun angga-
ran tersebut, laporan kekayaan milik Desa 
per 31 Desember tahun anggaran; dan lapo-
ran program pemerintah dan pemerintah 
daerah. Laporan pertanggungjawaban real-
isasi pelaksanaan APBDes merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari laporan penye-
lenggaraan Pemerintahan Desa. 

Laporan realisasi (semester) dan lapor-
an pertanggungjawaban realiasi pelaksa-
naan APBDes disampaikan paling lambat 1 
bulan setelah akhir tahun anggaran. Hal ini 
didukung oleh pernyataan dari Kepala Desa 
Pesantren, melalui kutipan sebagai berikut.

“Kami telah melaksanakan apa 
yang ada dalam APBdes dengan 
baik. Kami juga selalu melapor-
kannya. Biasanya kami lapor-
kan dalam bentuk pengumuman. 
Pengumuman ini sifatnya untuk 
transparansi pelaporan pertang-
gungjawaban atas pelaksanaan 
APBDes” (Wahyudi).

Prinsip transparansi dalam pengelo-
laan keuangan desa sebagaimana dilaku-
kan di Desa Pesantren memang diperlukan 
dan sejalan dengan hasil studi Umami & 
Nurodin (2017). Hasil studi mereka menun-
jukkan bahwa untuk menerapkan prinsip 
transpa ransi dapat ditunjukkan dalam ben-
tuk upaya pemerintah desa melakukan so-
sialisasi pengelolaan keuangan desa pada 
masyarakat desa setiap adanya pencairan 
dana desa. upaya sosialisasi juga dilakukan 
dengan memasang baliho yang berisi lapor-
an APBDes.

Pendampingan dan pelaporan dana 
desa. Yang dimaksud dengan pendampingan 
desa sesuai adalah penyediaan sumber daya 
manusia untuk melaksanakan pendamping-
an. Proses pendampingan tersebut diharap-
kan dilakukan oleh tenaga pendamping yang 
memiliki kompetensi sesuai masalah yang 
dihadapi desa utamanya dalam pengelolaan 
keuangan desa. Keberadaan pendampingan 
tersebut seharusnya mempermudah desa 
agar dapat mengelola dan mempertanggung-
jawabkan penggunaan keuangan desa de-
ngan baik dan sesuai peraturan berlaku. 

Tenaga pendamping harus mampu memban-
tu desa menyusun pelaporan penggunaan 
dana desa sesuai ketentuan pemerintah se-
hingga dapat mendukung proses pelaksa-
naan pembangunan agar berjalan dengan 
lancar. Pernyataan ini juga didukung hasil 
wawancara dengan Bapak Tony sebagai beri-
kut.

“Proses pendampingan ini sa-
ngat bermanfaat bagi kami, dalam 
upa ya menyelesaikan permasala-
han yang dihadapi, baik dalam 
proses pelaporan pertanggung-
jawaban maupun meningkatkan 
keterampilan dan penetapan kebi-
jakan” (Tony).

Proses pendampingan juga ditemukan 
di Desa Donowarih. Hal ini diutarakan oleh 
Bapak Sujoko melalui kutipan berikut ini.

“Di desa kami sudah memiliki 
tenaga pendamping yang akan 
membantu menyelesaikan per-
tanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan penyerapan atau peng-
gunaan dana desa termasuk lapo-
ran reali sasi penggunaan dan 
desa” (Sujoko).

Adanya tenaga pendamping desa per-
lu diperhatikan apakah mereka benar-be-
nar dapat membantu desa untuk mengelola 
keuangannya dengan baik. Apalagi ke-
beradaan tenaga pendamping tidak hanya 
di desa namun juga di pemerintah daerah 
(kecamatan). Hal ini sebagai bentuk upaya 
pemerintah untuk memberikan pembinaan 
bagi desa dalam pengelolaan keuangan nya 
meskipun di desa juga ada tenaga pendam-
ping. Namun tidak semua tenaga pendam-
ping memiliki dampak positif bagi desa 
apalagi jika tanggung jawabnya untuk ba-
nyak desa. Sebagaimana yang terjadi di Desa 
Plosogeneng sesuai pernyataan dari Bapak 
Toni sebagai berikut.

“Proses pendampingan yang dari 
kecamatan sudah berperan de-
ngan baik dan dapat memban-
tu desa dalam pengelolaan Dana 
Desa dengan baik. Desa di ta-
hun di tahun 2017 menggunakan 
Apli kasi Sistem Keuangan Desa 
(SISKEUDES). Namun proses 
pendampingan saya merasa ada 
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kelemahan yang ditunjukkan 
dengan desa dengan tenaga pen-
damping yang bertanggung jawab 
untuk tiga sampai empat desa, se-
hingga perannya kurang dan jus-
tru membebani Desa” (Tony).

Hal tersebut sebenarnya bisa diatasi 
dengan adanya tenaga pendamping desa, ke-
beradaan tenaga pendamping yang memaha-
mi akuntansi masih sangat diperlukan. Ke-
beradaan tenaga pendamping di desa sangat 
membantu pemerintah desa dalam pelaksa-
naan dan pelaporan penggunaan keuangan 
desa, sehingga dapat meningkatkan penye-
rapan keuangan desa, namun tidak semua 
tenaga pendamping bisa membantu peme-
rintah desa sesuai yang diharapkan. Ma-
yoritas keberadaan tenaga pendamping desa 
justru membebani desa karena mereka ra-
ta-rata tidak memiliki pemahaman yang baik 
berkaitan dengan pengelolaan keuang an 
desa, termasuk pada Desa Donowarih. Hal 
ini diutarakan oleh Bapak Sujoko melalui 
kutipan berikut ini.

“…kami sangat kesulitan dalam 
menyusun pertanggungjawab an 
dan pelaporan penggunaan keuan-
gan desa. Di desa kami sudah ada 
tenaga pendamping tetapi tidak 
memiliki kemampuan akuntansi, 
yang disebabkan karena tenaga 
pendamping kami memiliki profesi 
sebagai guru taman kanak-kanak, 
yang sama sekali tidak memiliki 
keahliah akuntansi” (Sujoko).

Keberadaan tenaga pendamping sela-
ma ini berada di kecamatan, di samping di 
kecamatan adanya pelaksanaan bintek yang 
dilakukan oleh IAI sebagai pendamping un-
tuk desa. Di Desa Plosogeneng sudah ter-
dapat tenaga pendamping, namun di desa 
ini tenaga pendamping dirasa masih kurang 
yang didukung dengan pernyataan dari Ba-
pak Tomy sebagai berikut.

“…ya di desa kami ada tenaga 
pendamping untuk membantu 
menyusun laporan pertanggung-
jawaban dana desa. Proses pen-
dampingan ini memiliki kelemah-
an dan keunggulan. Kelemahan 
dari system pendampingan ini, 
tenaga pendamping disini ber-
tanggung jawab untuk 3 sampai 

4 desa, sehingga peran pendam-
ping bekurang, justru membebani 
desa. Keunggulan dari proses pen-
dampingan ini adalah tenaga pen-
damping dari kecamatan sudah 
berperan dengan baik dan dapat 
membantu desa dalam pengelo-
laan dana desa dengan baik. Desa 
plosogengen di tahun 2016 sudah 
menggunakan SIMKUDA dan di 
tahun 2017 desa kami menggu-
nakan SISKEUDES” (Tomy).

Hal yang berbeda ditunjukkan dari 
Desa Pesantren. Keberadaan tenaga pen-
damping di desa ini berfungsi sangat baik. 
Bapak Wahyudi menyatakannya sebagai 
berikut.

“…di desa kami sudah memi-
liki tenaga pendamping yang 
akan membantu menyelesaikan 
pertanggungjawaban pelaksa-
naan kegiatan penyerapan dana 
desa termasuk laporan penggu-
naan dana desa. Desa kami su-
dah menggunakan SISKEUDES 
(Sistem Keuangan Desa) di tahun 
2017” (Wahyudi).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka 
sebenarnya keberadaan tenaga pendamping 
di desa sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan 
dengan penelitian beberapa peneliti (Chen 
& Song, 2014; Contrafatto, Thomson, & 
Monk, 2015; Lassou & Hooper, 2016) yang 
menunjukkan perlunya pendampingan dari 
pemerintah sehubungan rendahnya kemam-
puan pengelola keuangan desa. Aparatur 
desa yang kurang memahami pengelolaan 
keuangan desa akan terbantu dengan ada-
nya tenaga pendamping desa tersebut.

Namun proses rekruitmen yang bersi-
fat besar-besaran sepertinya tidak memper-
hatikan kualitas tenaga pendamping desa 
tersebut, sehingga tenaga pendamping desa 
yang berprofesi sebagai guru TK seperti yang 
terjadi di Desa Donowarih merupakan con-
toh terjadinya salah sasaran dalam proses 
rekruitmen calon tenaga pendamping desa. 
Selain itu keberadaan tenaga pendamping 
juga perannya bervariasi. Ada yang kurang 
berperan dan justru menjadi beban desa 
seperti tenaga pendamping yang ada di Desa 
Plosogeneng. Dikarenakan mereka bertang-
gungjawab untuk 3-4 desa, maka peran 
mereka tidak bisa optimal di desa-desa yang 
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menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan 
keberadaan tenaga pendamping yang ada di 
kecamatan yang sangat membantu desa un-
tuk dapat menyusun laporan pertanggung-
jawaban. Lebih lanjut yang perlu dipertim-
bangkan bahwa tenaga pendamping tersebut 
tidak melakukan “fraud”. Sebagaimana di-
jelaskan Priharsa (2015) bahwa ada bebe-
rapa persoalan dalam pengelolaan keuangan 
desa: potensi terjadinya kecurangan yang 
menunjukkan permasalahan terkait sumber 
daya manusia, termasuk di dalamnya yang 
dimaksud adalah tenaga pendamping desa. 
permasalahan tersebut terjadi karena keah-
lian tenaga pendamping desa dalam penge-
lolaan keuangan yang tidak dimiliki apara-
tur desa sehingga pengendaliannya lemah. 
Hal ini dapat diketahui dari program-prog-
ram kegiatan penggunaan dana desa se-
belumnya seperti PNPM Perdesaan. Dalam 
program tersebut tenaga pendamping yang 
ada di desa seharusnya berperan membantu 
aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, 
namun justru tenaga pendamping tersebut 
melakukan kecurangan. Hal tersebut seha-
rusnya menjadi perhatian pemerintah untuk 
tidak sembarangan dalam merekrut tena-
ga pendamping desa jika memang tujuan-
nya untuk membantu tercapainya tujuan 
pemba ngunan desa.

Dalam setiap tahap penyaluran 
keuang an desa, maka kepala desa wajib 
melaporkan penggunaan keuangan desanya 
kepada bupati. Pelaporan realisasi penggu-
naan keuangan desa harus dilakukan se-
suai ketentuan yang berlaku bahwa paling 
lambat pada minggu kedua bulan Februari, 
kepala desa wajib meaporkan realisasi peng-
gunaan keuangan desa tahun sebelumnya 
serta penggunaan keuangan desa tahap ke-
satu sebagai dasar untuk penyaluran dana 
desa tahap kedua. Sebagaimana penjelasan 
Bapak Tony sebagai berikut.

“Sebagai kepala desa, saya mela-
porkan secara bertahap kepada 
bupati atas realisasi penggunaan 
dana desa. Untuk mencairkan 
dana desa tahap kedua maka 
kami harus melaporkan realisasi 
penggunaan dana desa tahun se-
belumnya dan tahap I” (Tony).

Bupati juga dapat memfasilitasi per-
cepatan penyampaian pelaporan realisasi 
penggunaan keuangan desa kepada peme-

rintah (menteri) apabila diperlukan. Dikare-
nakan penyampaian laporan realisasi pe-
nyaluran dan penggunaan Dana Desa paling 
lambat pada bulan Juli di minggu keempat 
periode anggaran berjalan.

Pemantauan dan evaluasi. Pelaksa-
naan pemantauan terhadap proses pem-
bangunan desa wajib dilakukan oleh ma-
syarakat desa. Selanjutnya, masyarakat 
desa berdasarkan hasil pemantauan atas 
proses pembangunan desa tersebut dapat 
melaporkannya termasuk menyampaikan 
keluhan-keluhan mereka pada pemerintah-
an desa. Hal ini didukung denga pernyataan 
dari Bapak Rian sebagai berikut.

“Kami sebagai masyarakat desa 
juga ikut memantau proses pem-
bangunan di desa kami. Kami juga 
mengawasi pelaksanaan pemba-
ngunan desa meskipun kami me-
ngawasinya informal saja” (Rian).

Keluhan tersebut tidak hanya dialami 
oleh kepala desa. Hal ini juga didukung de-
ngan pernyataan dari sisi masyarakat, yaitu 
Bapak Deni melalui kutipan berikut ini.

“…kami selaku masyarakat akan 
selalu melakukan pemantauan 
terhadap proses pembangunan 
pemavingan dan pengaspalan 
jalan. Dengan pembangunan yang 
tepat waktu akan sangat memban-
tu kami dalam proses pengjualan 
hasil bumi yang kami peroleh. 
Jika jalan bagus, maka alokasi 
waktu untuk pengiriman barang 
akan lebih cepat ke pasar dalam 
proses penjualan juga akan lebih 
baik, karena tidak membutuhkan 
waktu yang lama untuk mencapai 
pasar” (Deni).

Berdasarkan pemaparan dari ma-
syarakat desa tersebut menunjukkan bah-
wa pembangunan desa berupa pemavingan 
dan pengaspalan jalan akan membantu 
ma syarakat dalam menjual hasil pertanian 
mereka. Keberadaan prasarana jalan yang 
baik akan memberikan dampak perbaikan 
perekonomian yang baik di desa tersebut.

Pengawasan tersebut telah dilakukan 
oleh pemerintah Desa Plosogeneng. Hal ini 
dijelaskan oleh Bapak Tomy melalui kutipan 
berikut ini.
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“…kami selaku aparatur desa akan 
selalu melakukan pengawasan 
terhadap proses pembangunan. 
Pengawasan dilakukan dengan tu-
juan supaya proses pembangunan 
sesuai dengan standar dan supaya 
mengurangi terjadinya keterlam-
batan ataupun kecurangan dalam 
proses pembangunan” (Tomy).

Pemantauan pembangunan desa le-
bih lanjut dijelaskan oleh Bapak Tomy juga 
dilakukan oleh pihak kecamatan setiap se-
mesternya. Pemantauan juga dilakukan oleh 
pihak Irjen saat akhir tahun anggaran. Hal 
ini termuat dalam pernyataan Bapak Tomy 
sebagai berikut.

“Di desa kami untuk pengawasan 
pembangunan desa dilakukan 
oleh pihak kecamatan setiap se-
mester. Selanjutnya pada akhir 
tahun anggaran Irjen yang datang” 
(Tomy).

Sementara itu, Desa Pesantren se-
bagaimana disampaikan Bapak Wahyudi 
bahwa pemantauan dilakukan oleh PU Bina 
Marga dan Kabag Pembangunan. Proses pe-
mantauan dilakukan mulai pelaksanaan pe-
rencanaan penggunaan dana desa sampai 
dengan penyocokan gambar dengan realisasi 
bangunan. Hal ini termuat dalam pernyata-
an Bapak Wahyudi sebagai berikut.

“... ada pemantauan dari PU Bina 
Marga dan kabag pembangunan 
yang ngerti tentang bangunan. Ya 
mereka nyocokkan rencana ba-
ngunannya seperti apa dan terma-
suk gambarnya dengan realisasi 
bangunannya”(Wahyudi).

Pengawasan di Desa Donowarih 
menurut Bapak Joko dilakukan oleh Irjen 
setelah proses pembangunan selesai. Se-
dangkan pengawasan oleh pemerintah desa 
dilakukan secara rutin dan setelah pro-
ses pembangunan selesai. Pernyataan le-
bih lengkap termuat dalam kutipan sebagai 
berikut.

“Di Desa Donowarih pemerintah 
desa secara rutin akan mengawasi 
pelaksanaan pembangunan di 
desa termasuk saat pembangunan 
selesai. Lalu Irjen akan datang 

mengawasi jika pembangunannya 
selesai” (Joko).

Pengawasan pembangunan desa sa-
ngat penting untuk menghindari potensi 
terjadinya penyelewengan. Alokasi anggaran 
desa yang besar untuk pembangunan desa 
sangat rawan fraud sehingga aparat penga-
wasan internal pemerintah perlu melaku-
kan pengawasan serta pembinaan. Besarnya 
alokasi keuangan di desa akan ekuivalensi 
dengan potensi penyimpangan di Desa. Ini 
berarti bahwa tidak hanya pembangunan 
yang merata di desa namun tingkat korup-
si juga berpotensi masuk di ranah Peme-
rintahan Desa. Proses pengawasan tidak ha-
nya dilakukan oleh masyarakat desa. Sesuai 
PMK no.49 tahun 2016, pengawasan terha-
dap proses pembangunan desa juga dilaku-
kan oleh pemerintah desa dan pemerintah 
daerah. Hal ini untuk menindaklanjuti hasil 
temuan KPK periode sebelumnya. Selain itu 
sesuai hasil penelitian Satriajaya, Handaja-
ni, & Putra (2017) bahwa ada tiga persoalan 
yang potensi akan terjadi pada aspek peng-
awasan, diantaranya apakah proses peng-
awasan atas pengelolaan keuangan desa 
yang dilakukan oleh inspektorat daerah su-
dah berjalan dengan efektif; apakah semua 
daerah sudah mengelola dengan baik terkait 
saluran pengaduan masyarakat; dan apakah 
sudah ada kejelasan terkait lingkup monitor-
ing dan evaluasi yang dilakukan oleh camat.

SIMPULAN
Pengelolaan keuangan beberapa desa 

di Jawa Timur telah dilakukan sesuai pera-
turan yang berlaku. Proses perencanaan 
penggunaan dana desa dilakukan dengan 
melakukan musyawarah dengan melibat-
kan seluruh unsur masyarakat desa. Peren-
canaan penggunaan desa dengan memper-
timbangkan RPJM dan RKP desa. Sebelum 
dilaksanakan maka perencanaan tersebut 
disahkan melalui paraturan desa. Berkait-
an dengan penyaluran dana desa, pengelo-
laan dana desa di jawa timur telah sesuai 
Permenkeu No.7 tahun 2016 penyaluran-
nya dilakukan dalam dua tahap. Namun 
saat pencairan tahap pertama terdapat ke-
terlambatan pencairan khususnya di Desa 
Plosogeneng sehubungan perubahan tiga 
kementerian yang mengurusi pengelolaan 
dana desa. Selain itu, kebijakan Pemerintah 
Daerah Malang yang akan mencairkan dana 
desa jika tiga atau empat desa telah meng-
usulkan pencairan menjadi permasalahan 
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baru meskipun saat ini tidak menjadi ken-
dala besar bagi Desa Donowarih. Oleh kare-
na itu diharapkan agar Pemerintah Kabu-
paten Malang mengubah kebijakan tersebut 
untuk mencegah terjadinya permasalahan 
pada periode yang akan datang.

Aspek transparansi penggunaan dana 
desa telah dipenuhi hampir seluruh desa 
di Jawa Timur yang dibuktikan dengan pe-
masangan baliho di tempat strategis. Bali-
ho tersebut berisikan informasi tentang 
APBDes masing-masing. Selain itu adanya 
prasasti atau papan informasi tentang buk-
ti pembangunan desa merupakan hal lain-
nya sebagai bentuk transparansi. Umumnya 
dana desa di Jawa Timur diprioritaskan un-
tuk pembangunan drainase dan jalan desa. 
Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan 
oleh tim pelaksana kegiatan yang ditunjuk 
pemerintah desa. Selain itu tiap-tiap desa 
didampingi tenaga pendamping desa untuk 
membantu administrasi pengelolaan dana 
desa. Namun mayoritas desa mengeluhkan 
tenaga pendamping desa yang keberadaan-
nya justru menjadi beban desa. Tenaga pen-
damping desa tidak memiliki kemampuan 
dan keahlian terkait pengelolaan dana desa. 
kondisi tersebut menjadi kendala bagi desa 
untuk mempertangggungjawabkan penggu-
naan dana desa. Hal tersebut perlu untuk 
menjadi perhatian pemerintah daerah dan 
pemerintah pusat bahwa dalam rekruitmen 
calon tenaga pendamping desa sebaiknya 
benar-benar memperhatikan kualifikasi-
nya. Seharusnya calon tenaga pendamping 
desa memiliki kecakapan terkait pengelo-
laan keuangan desa. setelah direkruit, perlu 
adanya pembekalan dari pemerintah pusat 
atau daerah sebelum dilepas ke desa-desa. 
Selanjutnya, secara berkala perlu adanya 
evaluasi terhadap tenaga pendamping desa.

Pelaksanaan pemantauan pembangun-
an desa dilakukan oleh pemerintah desa, 
dan inspektorat jenderal (Irjen). Selain itu 
juga ada pihak PU Bina Marga yang juga 
dilibatkan dalam pengawasan pembangun-
an desa. Hal ini disebabkan pihak PU yang 
mengerti tentang proses pembangunan.
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